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Judul: 

 

Aspek Keselamatan Lingkungan dalam Pembangunan 

Gedung Bertingkat 
 

 

Pertanyaan: 

Ada bangunan tingkat yang dibangun miring sehingga berpotensi dapat menimpa 

bangunan di sampingnya, bahkan dapat menghilang nyawa. Bagaimana 

hukumnya atas pembangunan ini? 

 

Intisari: 

 

Mengacu pada UU Nomor  28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP 

No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung, dalam membangun sebuah bangunan Pemilik harus 

memenuhi syarat administratif, seperti  kejelasan status hak atas tanah, status 

kepemilikan bangunan gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan, serta syarat 

teknis bangunan meliputi persyaratan tata bangunan dan kehandalan bangunan 

gedung.  

Bangunan juga harus sesuai dengan peruntukan lokasi, kepadatan bangunan, 

ketinggian yang diijinkan, dan jarak bebas bangunan pada lokasi, serta keandalan 

bangunan gedung dalam mendukung beban muatan. 

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pihak yang menerbitkan perijinan harus 

memantau penggunaan bangunan dan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi sebagai 

fungsi pengawasan secara terus menerus pada bangunan gedung yang ada di 

wilayah tersebut.  

Masyarakat dapat mengajukan somasi kepada Pemilik dan/atau Pengguna 

gedung apabila bangunan gedung yang ada membahayakan keamanan dan 

keselamatan masyarakat setempat. 

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. 

 

 

 

Ulasan: 

Terima kasih atas pertanyaan Anda. 

 

Sebuah bangunan gedung, menjadi miring, maka terdapat beberapa kemungkinan: 

1. Bangunan sejak semula didesain miring.  

2. Bangunan miring karena kesalahan teknis dalam membangun. 

3. Bangunan miring karena kondisi tanah tidak mendukung. 

4. Bangunan miring, karena sudah tua termakan usia atau terjadi pelapukan  

sehingga  bangunan menjadi miring.  
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Secara umum, ketika hendak membangun sebuah bangunan gedung, tidak hanya 

sekedar mendirikan sebuah bangunan. Harus mempertimbangkan berbagai aspek, 

harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung.  

Pasal 7 UU Bangunan Gedung menyebutkan bahwa sebelum membangun 

bangunan baru, Pemilik harus memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang hendak dibangun. 

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas 

tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan 

(IMB). Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan 

dan persyaratan keandalan bangunan gedung. 

Persyaratan keandalan bangunan gedung berkaitan dengan soal keselamatan dan 

kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan. Hal ini berkaitan 

dengan kemampuan struktur bangunan yang stabil dan kokoh sampai dengan 

kondisi pembebanan maksimum, baik mendukung beban muatan hidup dan beban 

muatan mati. Pada beberapa daerah/zona tertentu untuk mendukung beban muatan 

yang timbul akibat perilaku alam. 

 

Mengacu Pasal 9 UU Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan meliputi 

persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan 

gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Artinya, dalam 

membangun harus memperhatikan pengaturan tentang peruntukan dan intensitas 

bangunan gedung pada suatu kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Pengaturan ini biasanya meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan 

bangunan di suatu kawasan, ketinggian bangunan yang diijinkan, dan jarak bebas 

bangunan gedung pada suatu lokasi tertentu. 

 

Menurut Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan 

bahwa “Ketentuan tentang jarak bebas bangunan meliputi: Garis Sempadan 

Bangunan (GSB), jarak bangunan gedung dengan batas persil, dan jarak antar 

bangunan gedung.”  

GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan 

bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun 

samping. Dengan perkataan lain, GSB adalah lahan yang harus 

dibebaskan/dikosongkan dari bangunan itu sendiri. Pada setiap bangunan harus 

ada jarak antara bangunan pada persil yang satu dengan persil yang lain. Secara 

fungsional, lahan yang dikosongkan ini dimaksudkan sebagai tempat akses 

penyelamatan apabila terjadi bahaya kebakaran, memudahkan aksesibilitas dan 

evakuasi, untuk sirkulasi udara, pencahayaan bangunan, resapan air, sanitasi, serta 

untuk aspek kenyamanan terkait pandangan, kebisingan dan getaran. 
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Dengan demikian, apabila jarak antara bangunan bertingkat tersebut dengan 

bangunan di sekitarnya terlalu dekat, semestinya ijin (IMB) tidak akan diterbitkan.  

 

Selama masa pemanfaatan Bangunan Gedung, Pemerintah Kabupaten/Kota 

setempat wajib melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Bangunan Gedung, 

yakni secara berkala pada saat Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung mengajukan 

perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). SLF yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah ini untuk menyatakan bahwa sebuah Bangunan Gedung masih dalam 

kondisi layak digunakan untuk beraktivitas. Pengawasan juga dilakukan apabila 

ada laporan masyarakat, atau ada indikasi perubahan fungsi bangunan dan/atau 

bangunan gedung membahayakan lingkungan (Pasal 313 PP Nomor 16 Tahun 

2021).   

 

Kembali pada persoalan bangunan miring maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pertama. Bangunan yang miring, karena sejak semula didesain miring, maka hal 

ini  bisa saja merupakan seni arsitektur bangunan. Sepanjang bangunan tersebut 

dibangun dengan struktur dan konstruksi yang kuat, maka mestinya bangunan 

tersebut tidak akan membahayakan keselamatan bangunan dan masyarakat di 

sekitarnya. Menurut Pasal 29 ayat (2)  PP No 16 Tahun 2021, struktur bangunan 

gedung harus direncanakan kuat, stabil, dan memenuhi ketentuan pelayanan 

(service ability) dalam memikul beban selama umur layanan yang direncanakan, 

dengan mempertimbangkan fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan, dan 

kemudahan pelaksanaan konstruksi. 

 

Kedua. Bangunan menjadi miring karena kesalahan teknis dalam membangun, 

maka pemilik bangunan bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi apabila 

merugikan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini bagi pemilik bangunan gedung, 

dapat diterapkan ketentuan Pasal 1365, 1366 KUH Perdata. 

 

Ketiga. Bangunan miring karena kondisi tanah tidak mendukung. Semestinya 

kondisi tanah dimana gedung hendak didirikan harus dicek secara teknis terlebih 

dahulu untuk menentukan seberapa kedalaman pondasi dan sebagainya. Namun 

apabila telah dilakukan pengecekan kondisi tanah, pondasi telah dipilih secara 

benar, tetapi bangunan tetap saja menjadi miring karena tanah yang bergerak 

ataupun kesalahan dalam prediksi menentukan titik pondasi, hal ini tetap 

merupakan resiko pemilik bangunan. Segala kerugian yang menjadi beban 

masyarakat di sekitar bangunan tersebut merupakan tanggungjawab Pemilik 

bangunan. Dalam hal ini Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata juga dapat diterapkan. 

 

Keempat. Bangunan miring karena termakan usia atau terjadi pelapukan. 

Bangunan yang demikian seharusnya dibongkar agar tidak membahayakan 

masyarakat di sekitar bangunan tersebut.  Ketentuan pertanggungjawaban 
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sebagaimana telah disebut di atas, yakni Pasal 1365 dan 1366 tetap berlaku dalam 

hal ini. 

 

UU Bangunan Gedung telah menetapkan syarat-syarat bagi Pemilik bangunan 

dalam membangun. Namun UU ini juga mengancam pemilik bangunan gedung 

yang abai. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan UU Bangunan Gedung, 

maka pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dapat dikenakan sanksi 

administratif, sanksi pidana dan/atau sanksi perdata. Sanksi administratif diatur 

dalam Pasal 45 UU Bangunan Gedung. Sanksi administratif yang dapat 

dijatuhkan berupa pembekuan atau pencabutan IMB sampai dengan 

pembongkaran bangunan gedung. Dalam hal ini juga dapat dikenakan denda 

maksimal 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang maupun telah 

dibangun (Pasal 45 UU Bangunan Gedung).  

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 46 UU Bangunan Gedung. Sanksi pidana berupa 

pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun  dan/atau pidana denda paling banyak 

20% (dua puluh persen) dari nilai bangunan gedung jika karena kelalaiannya 

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 

 

Jika sebuah bangunan gedung bertingkat menjadi miring karena sebab apapun, 

sehingga membahayakan masyarakat sekitarnya, maka masyarakat dapat 

menyampaikan perihal kondisi gedung tersebut kepada Pemilik atau Pengguna 

Bangunan Gedung untuk membongkar  bangunan tersebut atau sekurang-

kurangnya memperbaiki/memperkuat bangunan tersebut. Jika Pemilik atau 

Pengguna tidak diketahui keberadaannya, maka masyarakat melaporkan hal 

tersebut pada Dinas Teknis di Kota atau Kabupaten setempat yang mengeluarkan 

izin pendirian bangunan. 

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. 

 

  

Dasar Hukum: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 
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